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Teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri berkembang dengan sangat pesat. 
Masyarakat berlomba-lomba berinovasi dan memanfaatkan perkembangan 
teknologi ini untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu 
bentuk perkembangan teknologi yang begitu pesat yang saat ini sedang 
dibicarakan dan dimanfaatkan secara masif adalah hadirnya transportasi berbasis 
online. Di Indonesia sendiri terdapat sejumlah perusahaan transportasi berbasis 
online, salah satunya yaitu Grab yang di dalamnya terdapat pembagian insentif 
jika driver tersebut bisa memenuhi syarat dan ketentuan bagi perusahaan. 
sedangkan untuk mendapatkan insentif tersebut driver harus mencapai jumlah 
minimum dan maximum dalam orderan tersebut untuk memperoleh insentif 
dengan berbagai macam cara yang salah satunya dilakukan oleh para oknum 
driver GrabCar yaitu menggunakan akun fiktif. Permasalahan dalam penelitian 
ini yaitu, bagaimana kedudukan akun fiktif  driver GrabCar Bandar Lampung dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan akun fiktif driver GrabCar 
Bandar Lampung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 
Research), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang 
digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 
meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, 
editing, coding dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan analisis 
kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat ditarik sebuah kesimpulan, pertama, kedudukan akun fiktif driver GrabCar 
Bandar Lampung jika dilihat dari prakteknya yaitu dengan meminjam atau bahkan 
membeli akun GrabCar milik orang lain maka bertentangan dengan kode etik 
pengemudi Grab tentang larangan menggunakan akun pengemudi GrabCar 
lainnya dengan atau tanpa smartphone, menggunakan SIM orang lain, atau bahkan 
menggunakan mobil pengemudi lainnya tanpa pemberitahuan atau lapor kepada 
pihak GrabCar yang termasuk jenis pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan 
dapat dikenakan sanksi yaitu di keluarkan dari GrabCar. Kedua, penggunaan 
akun fiktif yang dilakukan oleh driver GrabCar jelas bertentangan dengan syari’at 
Islam, hal ini disebabkan karena driver GrabCar mengambil keuntungan dengan 
cara yang tidak sesuai yaitu berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan lebih 
yang dapat merugikan perusahaan. Dari cara tersebut driver GrabCar 
mendapatkan keuntungan lebih dari harta hasil perserikatan. Maka dengan 
demikian akad kerjasama antara PT Grab dengan driver terdapat unsur penipuan, 
sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak), dan driver tidak berhak menerima 
sebuah insentif dari pihak Grab, sementara hukum penggunaan akun fiktif yaitu 







َٰٓأَيُّهَا لَُكم بَۡينَُكم بِ  ٱلَِّذينَ  يَ  ْا أَۡمَو  ِطلِ َءاَمنُوْا ََل تَۡأُكلُوَٰٓ َٰٓ أَن ٱۡلبَ   إَِلَّ
ْا أَنفَُسُكۡمۚۡ   نُكۡمۚۡ َوََل تَۡقتُلُوَٰٓ َرةً َعن تََراٖض مِّ  تَُكوَن تَِج 
َ إِنَّ    ٢٩َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما  ٱّللَّ
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pemahaman yang 
dimaksud dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan 
pembaca, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa 
istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini 
adalah: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif Oleh 
Driver GrabCar (Studi Kasus Pada Driver GrabCar Bandar Lampung). 
Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 




Hukum Islam dalam fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 
dan diyakini untuk semua permasalahan bagi umat Islam. Lebih lanjut, T. M 
Hasbi Ashshiddiqi menjelaskan bahwa hukum Islam adalah koleksi para ahli 
hukum (fuqoha) untuk menetapkan syariat atas kebutuhan mayarakat.
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Pengguna Akun fiktif adalah seseorang yang mengoperasikan sebuah 
aplikasi yang bukan milik sendiri melainkan milik orang lain, yang diperoleh 
dengan cara meminjam atau membeli dari orang lain.
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1
 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 
English Press, 2001), h. 132. 
2
 Hasby Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 44. 
3
 Wikipedia, “Pengertian Akun Fiktif”, (On-Line) tersedia di:_https://id.m.wikipedia.org/ 






Driver GrabCar adalah orang yang menjalankan kegiatan (layanan) 




Berdasarkan istilah-istilah pada penegasan judul di atas, yang dimaksud 
dengan judul ini adalah suatu kajian tentang driver GrabCar yang 
menggunakan akun fiktif di Kota Bandar Lampung dilihat dari hukum Islam. 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan dalam memilih judul skripsi ini yaitu sebagai berikut: 
1. Secara Objektif 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan yang 
lagi marak saat ini yaitu ojek online yang salah satunya adalah GrabCar 
yang menerapkan sistem bagi hasil antara driver dengan perusahaan Grab. 
Dengan pembagian sistem bagi hasilnya 80%-20%, tetapi modal yang 
diberikan perusahaan kepada driver berupa aplikasi semata dan saldo kredit 
yang terdapat pada aplikasi dan terdapat pembagian insentif jika driver 
tersebut bisa memenuhi syarat dan ketentuan bagi perusahaan. sedangkan 
untuk mendapatkan insentif tersebut driver harus mencapai jumlah 
minimum dan maximum dalam orderan tersebut untuk memperoleh insentif 
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 Wikipedia, “Grab (aplikasi)”, (On-Line) tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_ 






2. Secara Subyektif 
a. Pembahasan ini cukup relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang 
penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi 
Syari’ah). 
b. Tersedianya data atau bahan-bahan yang mendukung sehingga 
memudahkan penulis untuk menyelesaikannya. 
C. Latar Belakang 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt, di muka bumi ini tidak dapat 
melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, dan dalam memenuhi 
kebutuhannya tersebut manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang 
lain, karena tidak seorang pun manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan 
orang lain, sehingga manusi membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan 
bersama. 
Aktifitas bisnis diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak 
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh 
karena itu harus adanya suatu timbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukan 
seseorang kepada orang lain sebagai upah atas apa yang ia kerjakan. Dalam 
membentuk usaha yang riil tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau 
kemitraan dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau leih. 
Akad muamalah merupakan akad mitra-janji bukan antara dua orang saling 
berlawanan. Tidak dibenarkan dalam hubungan muamalah terjadi keterpaksaan 






satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomi salah 
satu pihak terhadap pihak lainnya. 
Perusahaan Grab adalah salah satu bentuk usaha mandiri kreatif dimana 
dalam pemberian upah kepada driver Grab menggunakan sistem bagi hasil 
sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh driver Grab. Perjanjian bagi hasil 
antara perusahaan Grab dengan para driver dimulai ketika driver 
memndaftarkan diri sebagai mitra Grab dan menjalankan layanan yang sudah 
ditetapkan oleh perusahaan Grab. Dengan demikian perusahaan Grab dan 
driver harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang 
menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini bisa berjalan tentu tidak akan 
terlepas dari suatu akad atau kontrak kerja antara perusahaan Grab dengan 
driver Grab yang telah disepakati bersama. 
Hal inilah yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti yaitu 
tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver Grab. Maka judul 
skripsi ini adalah: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Akun Fiktif 
Oleh Driver GrabCar (Stadi Kasus Pada Driver GrabCar Bandar Lampung)”. 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian yang akan di teliti adalah kajian tentang kedudukan akun 
fiktif Driver GrabCar Bandar Lampung serta ditinjau dari hukum Islam, 









E. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Kedudukan Akun Fiktif  Driver GrabCar Bandar Lampung? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Akun Fiktif 
Driver GrabCar Bandar Lampung? 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Kedudukan Akun Fiktif Driver GrabCar Bandar 
Lampung. 
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Akun 
Fiktif Driver GrabCar Bandar Lampung. 
G. Signifikasi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan para pembaca 
khususnya bermanfaat bagi para driver GrabCar di Kota Bandar Lampung 
dalam melakukan pekerjaannya, dan umumnya bagi para driver ojek online di 
seluruh Provinsi Lampung, serta diharapkan bisa memberikan sumbangsih 
pemikiran yang positif dan memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan, 
agar tetap hidup dan berkembang. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 
metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi 
pada suatu saat dengan masyarakat.
5
 Jadi penulis mengadakan penelitian 
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mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan 
mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun 
objek penelitian lapangan tersebut adalah di Kota Bandar Lampung. 
b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriftif, 
artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan 
hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta 
atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual 
dan cermat.
6
 Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis 
yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang 
disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.
7
 
2. Sumber Data 
Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber 
data primer dan sumber data sekunder. 
a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara 
langsung dari lapangan penelitian yaitu dari para Driver GrabCar di 
Kota Bandar Lampung. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada 
di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder 
ini diperoleh dari studi kepustakaan. 
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 Ibid. h. 7. 
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3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek 
atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat 
yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.
8
 Dalam penelitian ini jumlah 
keseluruhan populasinya adalah 247 Driver GrabCar, dengan 237 Driver 
GrabCar pemilik akun asli dan 10 Driver GrabCar yang menggunakan 
akun fiktif. 
b. Sampel 
       Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya di karnakan 
keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 
sampel yang di ambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk 
mengupulkan data yaitu menggunakan purposive sampling adalah teknik 
penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang di ambil 
karena pertimbangan tertentu.
9
 Oleh karenanya, peneliti harus benar-
benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau 
tujuan penelitian, keriteria yang pantas untuk dijadikan sempel pada 
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 Sugiono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung, 
Alfabeta, 2011), h. 80. 
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penelitian ini adalah 10 orang yaitu 8 para Driver GrabCar di Kota 
Bandar Lampung dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan pernah 
melakukan/menggunakan akun fiktif dan 2 orang karyawan Grab. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 
a. Metode Observasi 
Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean 
serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan kegiatan 
observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
10
 Observasi dilakukan di 
Kota Bandar Lampung. 
b. Metode Wawancara 
Wawancara (interview) adalah tehnik pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden 
dicatat atau direkam.
11
 Yaitu penulis melakukan wawancara terhadap 
para Driver GrabCar yang menggunakan akun asli dan akun fiktif di 
Kota Bandar Lampung. 
c. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 
menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 
akurat dari percatatan sumber informasi khusus dari karangan atau 
tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.
12
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 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: LP2M, 2015), h. 105. 
11
 Ibid, h. 97. 
12
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan (Jakarta, Rineka Cipta, 






5. Metode Pengelolaan Data 
Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar 
menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu: 
a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 
lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. 
Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul 
melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan 
jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan. 
b. Penandaan data (coding) yaitu member catatan data yang dinyatakan 
jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur’an dan hadits, 
atau buku-buku literature lainnya yang relavan dengan penelitian 
c. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis 
mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi 
tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.
13
 
6. Analisis Data 
Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif 
dengan pendekatan berfikir secara deduktif adalah cara berfikir yang 
berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik 
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1. Pengertian Akad 
Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, dan 
permufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul 
(pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang 
berpengaruh pada obyek perikatan.
1
 Secara etimologi (bahasa) akad 
mempunyai beberapa arti, antara lain: 
2
 
a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat 
salah satunya dengan yang lain sehingga bersabung dikemudian menjadi 
potongan benda. 
b. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi memeganng 
kedua ujung itu dan mengikatnya. 
c. Janji (al-ahdu), sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Ali Imran 
ayat 76 yaitu sebagai berikut:  
فَى َٰٰۚۚمن ٰٰۚۚبَلَى  ٰۚ ِدهِٰٰۚۚأَو  َٰٰۚۚفَإِنَّٰٰۚۚٱتَّقَى ٰۚوَٰٰۚۚۦبَِعه  ُمتَّقِينَٰٰۚۚيُِحب ٰٰۚۚٱّللَّ ٧٦ٰٰٰۚۚۚٱل 
Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran (3): 76).
3
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Istilah ‘aqdu dalam al-Qur’an mengacu kepada pertanyaan sesorang 
untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada 
sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak 
memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak 
berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Perkataan ‘aqdu 
mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila sesorang 
mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut 
serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang 
pertama maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘aqdu) dari dua orang 




Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu 
pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. 
Sedangkan qabul pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukan 
persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan diungkapkan oleh 
pihak lain setelah ijab disebut qabil (Pelaku qabul), tanpa membedakan 
antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.
5
 
2. Dasar Hukum Akad 
a. Surat al-Maidah ayat 1, yaitu sebagai berikut: 
َٰٓأَي هَا ا ٰٰۚۚٱلَِّذينَٰٰۚۚيَ  فُوا َٰٰۚۚءاَمنُوَٰٓ ُعقُوِد ٰۚبِٰٰۚۚأَو 
مِٰٰۚۚبَِهيَمةُٰٰۚۚلَُكمٰۚأُِحلَّت ٰٰۚۚٱل  َع  َن  ٰٰۚۚٱۡل  لَى َٰٰۚۚماٰۚإِّلَّ ٰۚيُت 
ُكم ٰۚ رََٰٰۚۚعلَي  دُِٰٰۚۚمِحلِّيَٰۚغي  ي  َٰٰۚۚإِنَُّٰٰۚۚحُرم  َٰٰۚۚوأَنتُم ٰٰۚۚٱلصَّ ُكمُٰٰۚۚٱّللَّ ١ٰٰٰۚۚۚيُِريدَُٰٰۚۚماٰۚيَح 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
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dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 




b. Surat Ali Imran ayat 76, yaitu sebagai berikut: 
فَى َٰٰۚۚمن ٰٰۚۚبَلَى  ٰۚ ِدهِٰٰۚۚأَو  َٰٰۚۚفَإِنَّٰٰۚۚٱتَّقَى ٰۚوَٰٰۚۚۦبَِعه  ُمتَّقِينَٰٰۚۚيُِحب ٰٰۚۚٱّللَّ ٧٦ٰٰٰۚۚۚٱل 
Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 




3. Rukun dan Syarat Akad  
a. Rukun Akad 
Rukun akad adalah kata mufrad dari kata jama’ “arkaa” artinya asas 
atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila 
dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan 
sesuatu itu termasuk dalam pekerjaan itu.
8
 Dengan demikian yang 
dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan 
adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yag dalam hal ini adalah 
pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan. 
Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang 
tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu 
tersebut, sedangkan menurut Jumhur Ulama Fiqh, rukun adalah sesuatu 
yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.
9
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Setelah mengetahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja 
dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, 
maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan 
oleh akad, rukun akad adalah sebagai berikut:
10
 
1) Aqid, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 
Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid 
ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. Ulama 
fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 
aqid, antara lain: 
a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi. 
Biasanya seseorang akan memiliki ahliyah jika telah baliq dan 
berakal, yang berarti tidak gila mampu membedakan yang baik dan 
yang buruk. 
b) Wilayah, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan 
legalitas syar’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. 
Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau 
wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan 
kewenangan untuk mentransaksikanya. 
2) Ma’qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan. 
3) Maudhu’ al ‘aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 
Beda akad, maka berbedalah maksud dan tujuan pokok akad. 
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4) Sighat al ‘aqd ialah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang 
berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang 
terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan 
perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut biasa disebut ijab 
qabul. 
a) Akad dengan Lafazh (Ucapan) 
Akad dengan ucapan adalah akad yang paling sering 
digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. 
Tentu saja kedua belah pihak harung saling mengerti satu sama lain 
ucapan masing-masing serta menunjukn keridhaanya. 
b) Akad dengan perbuatan 
Akad ini terjadi tanpa menggunakan ucapan, sebab terkadang 
dalam akad tidak digunakan ucapan tetapi cukup dengan perbuatan 
yang menujukan saling meridhai, misalnya pernjual memberikan 
barang dan pembeli memberikan uang. 
c) Akad dengan Isyarat 
Akad dengan isyarat digunakn bagi orang-orang yang tidak 
mampu berbicara, sebaliknya bagi orang yang mampu berbicara 
tidak dibenarkan dengan akad ini melainkan harus dengan 
menggunakan akad lisan atau tulisan 
d) Akad dengan Tulisan 
Akad dengan tulisan diperbolehkan digunakan bagi orang yang 










Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Sighat al ‘aqd ialah: 
a) Sighat al ‘aqd harus jelas pengertianya, hal yang termasuk dalam 
ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian 
b) Harus sesuai antara ijab dan qabul tidak boleh antara yang berijab 
dengan yang menerima berbeda lafadz. 
c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang 
bersangkuan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-
takuti oleh orang lain. 
b. Syarat Akad 
Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas, ada beberapa macam 
syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, 
dan syarat keharusan (luzum), yaitu sebagai berikut:
12
 
1) Syarat Terjadinya Akad 
Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan 
untuk terjadinya akad secara syara’. Jika tidak memenuhi syarat 
tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian: 
 
a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. 
b) Khusus, yakni syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak 
diisyaratkan pada bagian lainnya. 
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2) Syarat Sahnya Akad 
Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara’ 
untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad 
tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. 
Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya sesorang dari enam 
kecacatan dalam akad, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, 
perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak 
(fasid).  
3) Syarat Pelaksanaan Akad 
Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan 
kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang 
sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai 
dengan aturan syara’, adapun kekuasaan adalah kemampuan sesorang 
dalam ber-thasaruf sesuai dengan ketetapan syara’, baik secara asli, 
yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi 
wakil seseorang). Dalam hal ini diisyaratkan antara lain: 
a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika 
dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang 
asli. 









4) Syarat Kepastian Hukum (Luzum) 
Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat luzum 
dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, 
seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika luzum tampak, 
maka akad batal atau dikembalikan.
13
 
4. Macam-macam Akad 
Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat 




a. Berdasarkan ketentuan syara’ 
1) Akad Sahih 
Akad sahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang 
telah ditetapkan syara’. Dalam istilah ulama Hanafiyah akad sahih 
adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan 
sifatnya. 
2) Akad tidak Sahih 
Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan 
syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau 
tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad 
yang batil atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama 
hanafiyah membedakan antara fasid dan batal. 
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b. Sifat-sifat Akad 
Segala bentuk tasharuf (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki 
dua keadaan umum. 
1) Akad Tanpa Syarat (Akad Munjiz) 
Akad munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa 
memberi batasan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. 
Akad seperti ini dihargai syara’ sehingga menimbulkan dampak 
hukum. 
2) Akad Bersyarat (Akad ghair Munjiz) 
Akad ghair munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang dan 
dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak 
ada akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut 
atau ditangguhkan pelaksanaannya . 
5. Akibat Penggunaan Akun Fiktif Terhadap Akad 
Akad yang cacat dalam perspektif hukum perjanjian Islam merupakan 
persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang 
perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan 
kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. 
Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa 
cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut 
berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang 
dirugikan memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan/menggugurkan) 






Cacat pada akad (kontrak) dalam fiqh Islam adalah hal-hal yang 
merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara 
pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya 
akad adalah:Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, 
kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat. Misalnya terjadi 
ikrah (paksaan) yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak 
disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan 
terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. 
Tindakan pelanggaran terhadap kerja sama yang dilakukan oleh driver 
GrabCar dengan tujuan untuk mengelabui atau menipu perusahaan demi 
mendapatkan keuntungan dinilai bertentangan dengan konsep kerjasama. 
Dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan pola perkongsian tindakan 
penipuan atau kecurangan harus dihindari karena dapat merusak legalitas 
perserikatan. Praktik penipuan yang dilakukan driver GrabCar seperti 
halnya menggunakan akun fiktif, tindakan tersebut semata-mata bertujuan 
untuk mendapatkan bonus dari perusahaan karena pihak perusahaan telah 
menjanjikan akan memberikan reward kepada driver yang paling banyak 
membawa penumpang dalam sehari, oleh karena itu akun fiktif tersebut 
merupakan suatu tindakan penipuan. Tindakan yang dilakukan oleh driver 
tersebut jelas bertentangan dengan syari’at Islam, karena terdapat unsur 
penipuan, sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak), dan pihak driver 






6. Berakhirnya Akad 
Akad akan berakhir apabila: 
a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang 
waktu. 
b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 
mengikat. 
c. Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dianggap berakhir 
apabila: (a) akad itu terdapat unsur tipuan atau salah satu unsur tidak 
terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyat aib, atau khiyar rukyah; 
(c) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; dan (d) tercapainya 
tujuan akad itu secara sempurna. 
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini ulama 
fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan 
wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa 
berakhir dengan wafatnya salah satu pihat yang melaksakan akad, 
diantaranya adalah akad sewa menyewa.
15
 
7. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam  
Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang 
berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan 
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berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.
16
 Asas-asas 
tersebut diantaranya adalah: 
a. Asas Ibahah (Mabda’ al-Ibahah) 
Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang 
muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:ٰۚ 
َعاَملَةُُِفِيُاألَْصلُ    تَْحِرْيِمَهاَُعلىََُُدلِْيلُ ُلُاُيَدُ ُأَنُُْالاُُاإِلبَاَحة ُُالم 




Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah 
ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, 
maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat 
dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.
18
 
b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ Hurriyyah at-Ta’aqud) 
Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk 
melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syarat-
syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila 
terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini 
dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan 
dalam hukum Islam. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar 
tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian 
yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua 
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bentuk pemaksaan (ikrah), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas 
kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi 
yang lebih tegas terhadap asas ibahah dalam muamalah.
19
 
c. Asas Konsensualisme (Mabda’ ar-Radha’iyyah) 
Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu 
perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa 
perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam 
pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.
20
 
Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme 
dari dalil-dalil hukum berikut: 
َٰٓأَي هَا ا َّٰٰۚۚلَٰٰۚۚءاَمنُوا ٰٰۚۚٱلَِّذينَٰٰۚۚيَ  ُكلُوَٰٓ
لَُكمٰۚتَأ  َو  نَُكمٰۚأَم  ِطلِٰۚبِٰٰۚۚبَي  بَ 
َٰٰٰٓۚۚٱل  َرة ٰٰۚۚتَُكونَٰٰۚۚأَنٰۚإِّلَّ ٰۚتَِج 
ٰٰۚۚتََراض َٰٰۚۚعن
نُكم   ا َٰٰۚۚوَّلٰٰۚۚمِّ تُلُوَٰٓ َٰٰۚۚإِنَّٰٰۚۚأَنفَُسُكم  ٰٰۚۚتَق  ٢٩َٰٰٰۚۚۚرِحيٗماٰۚبُِكم َٰٰۚۚكانَٰٰۚۚٱّللَّ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 




d. Asas Kerelaan (al-Ridha) 
Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para 
pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. 
Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum 
perdataumum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum 
perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, 
meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama. Adapun dalam hukum 
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Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan. Oleh karena itu, 
kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari 
ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah 
telah menyatakan kerelaannya. Dengan kata lain, hukum Islam pada 
dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai 
dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah 
ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara 
sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.
22
 
e. Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah) 
Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para 
pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap 
menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa 
yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam 
memikul risiko. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin 
dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya 
debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara 
kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sek 
alipun saat dananya mengalami kembalian negatif.
23
 
f. Asas Persamaan dan Kesetaraan (al-Musawah) 
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang 
melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara 
satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para 
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pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan 
penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah 
pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.
24
 
g. Asas Keadilan (al-‘Adalah) 
Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk 
berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi 
perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan 
kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang 
tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
25
 Allah 
berfirman dalam surat Hud ayat 84 yang berbunyi: 
يَنََٰٰۚۚوإِلَى ٰۚ ٗبا ٰٰۚۚأََخاهُم َٰٰۚۚمد  مِٰٰۚۚقَالَُٰٰۚۚشَعي  قَو  بُُدوا ٰٰۚۚيَ  َٰٰۚۚٱع  ن ٰٰۚۚلَُكمَٰۚماٰۚٱّللَّ ه ٰٰۚۚمِّ
ُرهُٰٰۚۚإِلَ  َٰۚوَّلٰٰۚۚۥ َغي 
يَالَٰٰۚۚتَنقُُصوا ٰۚ ِمك  ِميَزاَن ٰۚوَٰٰۚۚٱل  ُكمٰۚإِنِّيَٰٰٰٓۚۚٱل  ر ٰٰۚۚأََرى  ُكم ٰٰۚۚأََخافَُٰٰۚۚوإِنِّيَٰٰٰٓۚۚبَِخي  َٰۚعَذابََٰٰۚۚعلَي 
م ٰۚ ِحيط ٰٰۚۚيَو  ٨٤ٰٰٰۚۚۚم 
Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, 
Syu’aib. Ia berkata: Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 
tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi 
takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam 
keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir 




Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap kontrak yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan maka prinsip keadilan sangat 
menentukan berlangsungnya kontrak tersebut, sebab keadilan itu 
merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berintikan 
kebenaran. 
h. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) 
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Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat 
oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka 
dan tidak menumbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan 
(musyaqqah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan 
keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian 
yang fatal bagi pihak bersangkutan sehinggga memberatkannya, maka 




i. Asas Amanah 
Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak 
haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan 
tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan 
mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat 
menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi 




j. Asas Tertulis (al-Kitabah) 
Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk 
melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di 
kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada al-Qur’an surat al-
Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 
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َٰٓأَي هَا ا ٰٰۚۚٱلَِّذينَٰٰۚۚيَ  ن ٰٰۚۚتََدايَنتُمٰۚإَِذاَٰۚءاَمنُوَٰٓ َٰٰٰٓۚۚبَِدي  ىٰۚأََجل ٰٰۚۚإِلَى  َسم ٗ تُبُوهُ ٰۚفَٰٰۚۚم  تُبٰۚٱك  يَك 
َٰۚول 
نَُكم ٰۚ ِل ٰۚبَِٰٰۚۚكاتُِب ٰٰۚۚبَّي  َعد 
بََٰٰۚۚوَّلٰٰۚۚٱل  تُبَٰٰۚۚأَنَٰۚكاتِب ٰٰۚۚيَأ  ُ َٰٰۚۚعلََّمهَُٰٰۚۚكَماٰۚيَك  تُب ٰٰۚۚٱّللَّ يَك  ٰۚفَل 
لِلِٰۚ يُم  هِٰٰۚۚٱلَِّذيَٰۚول  َحق َٰٰۚۚعلَي  يَتَّقِٰٰۚۚٱل  ََٰٰۚۚول  َخس َٰٰۚۚوَّلٰٰۚۚۥَربَّهُٰٰۚۚٱّللَّ هُٰٰۚۚيَب  َٰۚكانَٰٰۚۚفَإِنٰۚا ٰۚٗ َشي ِٰٰۚۚمن 
هِٰٰۚۚٱلَِّذي َحق َٰٰۚۚعلَي  تَِطيعَُّٰٰۚۚلٰٰۚۚأَو َٰٰۚۚضِعيف اٰۚأَو َٰٰۚۚسفِيه اٰۚٱل  لِل ٰٰۚۚهُوَٰٰۚۚيُِملَّٰٰۚۚأَنٰۚيَس  يُم  ٰۚفَل 
ِل ٰۚبِٰٰۚۚۥَولِي هُٰۚ َعد 
ِهُدوا ٰۚوَٰٰۚۚٱل  تَش  نِٰٰۚۚٱس  َجالُِكم  ِٰٰۚۚمنَٰۚشِهيَدي  نِٰٰۚۚيَُكونَاٰۚم ٰۚلَّٰٰۚۚفَإِنٰۚرِّ َٰۚرُجلَي 
َرأَتَانِٰۚوَٰٰۚۚفََرُجل ٰۚ نَِٰٰۚۚممَّنٰۚٱم  َضو  هََدآَٰءِِٰٰۚۚمنَٰٰۚۚتَر  هَُماٰۚتَِضلَّٰٰۚۚأَنٰۚٱلش  َدى  ٰۚفَتَُذكِّرَٰٰۚۚإِح 
هَُما َدى  َرى  ٰٰۚۚإِح  ُخ  بََٰٰۚۚوَّلٰٰۚۚٱۡل  هََدآَٰءُٰٰۚۚيَأ  َٰٰۚۚماٰۚإَِذاٰۚٱلش 
ا ٰۚ َتَس َٰٰۚۚوَّلُٰٰۚۚدُعوا   تُبُوهُٰٰۚۚأَنُٰۚموَٰٓ ٰۚتَك 
ا اٰۚأَو َٰٰۚۚصِغير  ََٰٰٰٓۚۚكبِير  لُِكم ٰٰۚۚۦ أََجلِهِٰٰۚۚإِلَى  َسطَُٰٰۚۚذ  ِِٰٰۚۚعندَٰٰۚۚأَق  َومُٰٰۚۚٱّللَّ َدةَِٰٰۚۚوأَق  هَ  َٰٰٰٓۚۚلِلشَّ نَى  َٰٰۚۚوأَد  ٰۚأَّلَّ
ا ٰۚ تَابُوَٰٓ َٰٰٰٓۚۚتَر  َرة ٰٰۚۚتَُكونَٰٰۚۚأَنٰۚإِّلَّ نَُكم ٰٰۚۚتُِديُرونَهَاَٰۚحاِضَرةٰٰۚٗۚتَِج  سَٰٰۚۚبَي  ُكم ٰٰۚۚفَلَي  ُٰۚجنَاح َٰٰۚۚعلَي 
ٰۚ تُبُوهَا ٰٰۚۚأَّلَّ ِهدُٰٰۚۚتَك  ا َٰۚوأَش  تُٰٰۚۚإَِذاٰۚوَٰٓ َٰٰۚۚوَّلَٰٰۚۚكاتِب ٰٰۚۚيَُضآَٰرََّٰٰۚۚوَّلٰٰۚۚم  ٰۚتَبَايَع 
َعلُوا َٰٰۚۚوإِنَٰۚشِهيد   ٰۚتَف 
َ ٰٰۚۚٱتَّقُوا ٰۚوَٰٰۚۚبُِكم  ٰٰۚۚفُُسوُق ٰٰۚۚۥفَإِنَّهُٰۚ ُ َٰٰۚۚويَُعلُِّمُكمُٰٰۚۚٱّللَّ ُٰۚوَٰٰۚۚٱّللَّ ء ٰٰۚۚبُِكلِّٰٰۚۚٱّللَّ ٢٨٢َٰٰٰۚۚۚعلِيم َٰٰۚۚشي 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang 
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 
tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 
dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik 
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika 
mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 






Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 




k. Asas Ilahiah 
Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan 
manusia tidak luput dari ketentuan Allah swt sebagaimana tersebut dalam 
al-Qur’an surat al-Hadid ayat 4 yang berbunyi: 
تَِٰٰۚۚخلَقَٰٰۚۚٱلَِّذيٰۚهُوَٰۚ َو  َم  ضَٰۚوَٰٰۚۚٱلسَّ َر  تََوى ٰٰۚۚثُمَّٰٰۚۚأَيَّام ِٰٰۚۚستَّةِٰٰۚۚفِيٰۚٱۡل  ِش َٰٰۚۚعلَىٰۚٱس  َعر 
ٰۚٱل 
لَمُٰۚ ضِٰٰۚۚفِيٰۚيَلِجَُٰٰۚۚماٰۚيَع  َر  ُرجَُٰٰۚۚوَماٰۚٱۡل  هَاٰۚيَخ  َمآَٰءِِٰٰۚۚمنَٰٰۚۚيَنِزلَُٰٰۚۚوَماِٰۚمن  َٰۚوَماٰۚٱلسَّ
ُرجُٰۚ نََٰٰۚۚمَعُكم َٰٰۚۚوهُوَٰٰۚۚفِيهَا ٰٰۚۚيَع  ُٰۚوَُٰٰۚۚكنتُم  َٰٰۚۚماٰۚأَي  َملُونَٰٰۚۚبَِماٰۚٱّللَّ ٤ٰٰٰۚۚۚبَِصير ٰٰۚۚتَع 
Artinya: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: 
Kemudian Dia bersemayam di atas ´Arsy. Dia mengetahui apa 
yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya 
dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. 
Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah 





1. Pengertian Ujrah/Upah 
Menurut bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atau pengganti. 
Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang 
lain dengan jalan member ganti atau imbalan menurut syarat-syarat terntu. 
Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai 
bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu 
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Sedangkan upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah dari segi bahasa 
al-ajru yang berarti ‘iwad (ganti) kata “al-ujrah” atau “al-ajru” yang bahasa 
berarti al-iwad (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai 
upah atau ganti perbuatan.
32
 
Menurut arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran 
manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, 
hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 
‘ain dari benda itu sendiri. Sedangkan menurut ulama hanafiah mengartikan 
ijarah dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda 
yang diganti dengan pembayaran jumlah yang disepakati.
33
 
Pengertian upah dalam kamus bahasa indonesia adalah uang dan 
sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai 
pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.
34
 
Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi 
kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas 
jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar 
atas jasanya dalam produksi.
35
 
2. Dasar Hukum Ujrah/Upah 
Dalam akad ini, beberapa fuqaha sepakat bahwa ujrah dibolehkan 
berdasarkan al-Qur’an, hadis (as-Sunnah), dan ijma’. Begitupun beberapa 
ulama, seperti Abu Bakar, al-Qasyani, Ibnu Kaisan, Ismail bin Ulayyah, An-
                                                          
32
 Helmi Karim, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 29. 
33
 Ibid. h. 29. 
34
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 
PT Gramedia, 2011), h. 1108. 
35






Nahrawani, dan Hasan al-Basri. Mereka tidak membenarkan ujrah, sebab 
ujrah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). 
Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa 
waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan 
sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.
36
 
Di samping itu, ujrah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan 
syara’ dan harus diketahui jumlahnya. Ujrah yang disyari’atkan diketahui 
jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah 
mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara’ adalah sesuatu yang 




Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai 
berikut:  
تُٰۚوَٰۚ لَِد  َو  نَٰٰۚۚٱل  ِضع  َدهُنَّٰٰۚۚيُر  لَ  نِٰٰۚۚأَو  لَي  ِن َٰٰۚۚحو  ٰٰۚۚيُتِمَّٰٰۚۚأَنٰۚأََرادَٰٰۚۚلَِمن َٰٰۚۚكاِملَي 
َضاَعةَ  ٰۚٱلرَّ
لُودَِٰٰۚۚوَعلَى َمو  قُهُنَّٰٰۚۚۥلَهُٰٰۚۚٱل  َوتُهُنَِّٰٰۚۚرز  ُروِف ٰۚبَِٰٰۚۚوِكس  َمع 
س ٰٰۚۚتَُكلَّفَُّٰٰۚۚلٰٰۚۚٱل  ٰٰۚۚنَف  ٰۚإِّلَّ
َعهَا ٰۚ لَِدةُ ٰٰۚۚتَُضآَٰرََّّٰٰۚۚلُٰٰۚۚوس  لُود َٰٰۚۚوَّلٰٰۚۚبَِولَِدهَاَٰۚو  َواِرثَِٰٰۚۚوَعلَىٰۚۦ بَِولَِدهِٰٰۚۚۥلَّهَُٰٰۚۚمو  لُٰٰۚۚٱل  ِٰۚمث 
لَِك ٰۚ ٰٰۚۚأََراَداٰۚفَإِن َٰٰۚۚذ  هَُماٰۚتََراض َٰٰۚۚعنٰۚفَِصاّل 
ن  ُٰٰۚۚجنَاحَٰٰۚۚفََلَٰٰۚۚوتََشاُور ٰٰۚۚمِّ
ِهَما  َٰۚعلَي 
ا ٰٰۚۚأَنٰۚأََردت م َٰٰۚۚوإِن ٰۚ ِضُعوَٰٓ تَر  َدُكم ٰٰۚۚتَس 
لَ  ُكم ُٰٰۚۚجنَاحَٰٰۚۚفََلٰٰۚۚأَو  تُمٰۚإَِذاَٰۚعلَي  تُمٰۚآَٰٰۚمََّٰٰۚۚسلَّم  َٰۚءاتَي 
ُروِف ٰۚبِٰۚ َمع 
َٰٰۚۚٱتَّقُوا ٰۚوَٰٰۚۚٱل  ا ٰۚوَٰٰۚۚٱّللَّ لَُموَٰٓ َٰٰۚۚأَنَّٰٰۚۚٱع  َملُونَٰٰۚۚبَِماٰۚٱّللَّ ٢٣٣ٰٰٰۚۚۚبَِصير ٰٰۚۚتَع 
Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
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keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 




Ayat ini menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja 
harus dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan 
ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi 
kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka 
hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah diberikan 
tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi pekerja 
hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas 
agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.
39
 
Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum adanya sistem sewa 
menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah diterangkan dalam ayat 
ini bahwa setiap orang dapat menyewa orang lain guna menyusui 
anaknya, dan tentu saja ayat tersebut berlaku umum terhadap segala 
bentuk sewa menyewa. 
b. Hadis 
Selain ayat al-Qur’an di atas ada hadist yang menegaskan tentang 
upah, yaitu sebagai berikut : 
ٰۚللاَِٰٰۚۚعن ٰۚ َٰۚعلَيهِٰٰۚۚللاَٰۚصلىٰۚللاَٰۚرُسولٰۚقََل:َٰۚعنهُٰٰۚۚللاُٰۚعَمَرَرِضىَٰٰۚۚبنِٰۚ َعب ِد
َرهَُٰٰۚۚوَسلَم طُوااّلَِجيَراَج   ماخه(ٰۚبنٰۚ)رواهَٰۚعَرقُهُٰٰۚۚيَِّجفَّٰٰۚۚاَن ٰٰۚۚقَب لَٰٰۚۚاَع 
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Artinya: Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : 
Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering. (HR. Ibnu Majah).
40
 
Hadist Rasulullah SAW yang lain juga menegaskan bahwa dalam 
transaksi ijarah, sebaiknya disebutkan secara jelas dan ditentukan secara 
jelas pula besar kecilnya upah yang akan diberikan kepada pekerja, yaitu 
sebagai berikut: 
َٰۚوَسلَمََٰٰۚۚعلَيهِٰٰۚۚللاُٰٰۚۚلَىصَٰٰۚۚاانَّبِى ٰٰۚۚاَنََّٰٰۚۚعنهُٰٰۚۚللاَُٰٰۚۚرِضىَٰٰۚۚاُخدِرىَِّٰٰۚۚسِعيد ٰٰۚۚاَبِىَٰۚوَعن ٰۚ
تَاٰۚ:قَلَٰۚ افَليَُسمَِّٰٰۚۚمنِاس  َرتَهُٰٰۚۚلَهَُٰٰۚۚجَراَِجر  اق(ٰۚعبدٰۚ)رواهٰۚاُج  زَّ ٰۚار 
 
Artinya: Dari abu Sa’id Al khudri ra. BahwasannyaٰۚNabi SAWٰۚbersabda, 
barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah 
upahnya. (HR. Abdur Rozzaq).
41
 
Hadist lain Rasulullah Menyebutkan bahwa Allah swt memusuhi 
orang-orang yang berlaku tidak adil dengan perbuatan yang dilarang oleh 
agama, seperti hadist berikut: 
َٰۚعلَيهِٰٰۚۚللاَٰۚصلَىٰۚللاَٰۚرُسلُٰٰۚۚقَالَٰٰۚۚ:ٰۚقَالََٰٰۚۚعنهُٰٰۚۚللاَٰۚرِضيَٰٰۚۚهَُريرةَٰٰۚۚاَبِىَٰۚوَعن ٰۚ
ٰۚبَاعََٰٰۚۚغَدُرَوَرُجلُٰٰۚۚثُمَّٰٰۚۚبِىٰۚاَعطََٰٰۚۚرُجلُٰٰۚۚالقِياَمةِٰٰۚۚيَومَٰٰۚۚاَنَاَخسُمهُمٰۚثََلثَةَُٰٰۚۚوَسلَّم,
ا, اَٰۚرلُٰٰۚۚوَٰٰۚۚثََمنُهُ,ٰۚفَاََكلَُٰٰۚۚحر  ٰۚ)روهٰۚاَجَرهُٰٰۚۚيَعِطهَِٰٰۚۚولَمٰۚفَاستَوفَيِمنهُٰٰۚۚاَستَا ِخير 
 مسلم(
 
Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW, Bersabda, tiga 
golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang 
yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia 
berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan 
menikamati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, 
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Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan 
sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatagkan 
manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak 
seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sebagai mana di 
ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyariatkannya sewa menyewa 
umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang 
yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para Ulama ini”, karena Al-
Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri.
43
  
Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah al-Mujtahid, juga mengatakan 
bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha 
negri besar dan fuqaha masa pertama”.
44
 Al-ijarah merupakan “akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah 
sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
45
 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah 
dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat 
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mendatangkan manfaat, maka pekerja itu menjadi baik dan halal. Para 
Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sebagai 
mana diungkapkan Sayyid Sabiq: Dan atas disyari’atkannya sewa 
menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak sanggup (serius) pendapat 
orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para Ulama ini, karena Al-
Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, 
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri.
46
 
Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau 
jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ini dapat meringankan 
yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong 
menolong yang dianjurkan agama. Konsep akad ini merupakan 




3. Rukun dan Syarat Ujrah/Upah 
a. Rukun Ujrah 
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun ujrah hanya satu yaitu 
ijab dan qabul, yaitu penjelasan dari kedua belah pihak yang menyewa 
dan menyewakan. Rukun dari ujrah sebagai suatu transaksi adalah akad 
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atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukan bahwa transaksi ini 
telah berjalan secara suka sama suka.
48
 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud 
karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentukya. Misalnya rumah 
terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, 
tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-
unsur yang membentuk itu disebut rukun. Menurut jumhur ulama rukun 
ijarah ada (4) empat, yaitu:
49
 
1) Aqid (orang yang berakad) 
Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah 
mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut mu’jir 
dan dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan 
menyewa sesuatu disebut musta’jir.  
2) Sighat 
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatu 
al-aqad) terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui, ucapan, utusan dan 
tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata, syarat-
syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam 
ijarah harus menyebut masa atau waktu yang ditentukan. 
3) Upah 
Yaitu sesuatu yang diberikan musta’jir atas jasa yang telah 
diberikan atau diambil manfaatnya oleh musta’jir 
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4) Manfaat  
Untuk mengontrak sesorang musta’jir harus diketahui bentuk 
kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, oleh karena itu jenis 
pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena 




b. Syarat Ujrah 
Sebagai sebuah tranksaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah 
apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku 




1) Pelaku ijarah haruslah berakal 
Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah, diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karna itu 
apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan 
orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai 
buruh), menurut mereka al-ijarah tidak sah. Secara umum dapat 
dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang-
orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna 
sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung 
jawabkan secara hukum. Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa 
kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh 
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hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban. Segala tindakan yang 
dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah. 
2) Keridhaan pihak yang berakad 
Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas 
kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah 
boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya 
atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-
pihak lain. Ketentuan ini dapat dilihat dari firman Allah swt dalam 
surat an-Nisa ayat 29, yang berbunyi : 
َٰٓأَي هَا ا َّٰٰۚۚلَٰٰۚۚءاَمنُوا ٰٰۚۚٱلَِّذينَٰٰۚۚيَ  ُكلُوَٰٓ
لَُكمٰۚتَأ  َو  نَُكمٰۚأَم  ِطلِٰۚبِٰٰۚۚبَي  بَ 
َٰٰٰٓۚۚٱل  َرة ٰٰۚۚتَُكونَٰٰۚۚأَنٰۚإِّلَّ ٰۚتَِج 
ٰٰۚۚتََراض َٰٰۚۚعن
نُكم   ا َٰٰۚۚوَّلٰٰۚۚمِّ تُلُوَٰٓ َٰٰۚۚإِنَّٰٰۚۚأَنفَُسُكم  ٰٰۚۚتَق  ٢٩َٰٰٰۚۚۚرِحيٗماٰۚبُِكم َٰٰۚۚكانَٰٰۚۚٱّللَّ
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 




 Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam 
untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan 
dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan 
antara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan 
salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari 
pihak yang berakad atau pihak lain. 
3) Sighat Ijab Kabul antara mu’jir dan musta’jir dalam sewa menyewa 
dan upah-mengupah. 
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Ijab kabul dalam sewa-menyewa misalnya “Aku sewakan mobil 
ini kepadamu setiap hari Rp.5.000.000”, maka musta’jir menjawab 
“Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. 
Ijab Kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata “Kuserahkan 
kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari 
Rp.5.000.000”, kemudian musta’jir menjawab “Aku akan kerjakan 
pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. 
4) Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik 
dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. 
5) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, diisyaratkan pada yang disewakan dengan beberapa syarat 
berikut ini: 
a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan 
upah-mengupah dapat dimanfaat kegunaannya. 
b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 
kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa). 
c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah 
(boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan). 
d) Benda yang diisyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu yang 
ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 
6) Akad (ijab kabul) dalam hal ini diisyaratkan: 






b) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan 
lain. 
c) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.53 
 
4. Macam-macam dan Waktu Pembayaran Ujrah/Upah 
Dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 
a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang sudah 
disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah 
pihak yang berakad. 
b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad 
ijarah-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.
54
 
Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua: 
a. Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah), misalnya sewa menyewa 
rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini mu’ajjir 
mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jjir butuh benda tersebut 
dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu’ajjir mendapat 
imbalan tertentu dari musta’jjir, dan musta’jjir mendapat manfaat dari 
benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara’ untuk 
dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan 
akad sewa-menyewa. 
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b. Ijarah yang bersifat pekerja (Ijarah ala al-a’mal) ialah dengan cara 
mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti 
ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu 
jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. 
Mu’ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-
lan, kemudian musta’jjir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, 
tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu’ajjir mendapat 
upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk musta’jjir mendapatkan tenaga 
atau jasa dari mu’ajjir.
55
 
Upah mengupah atau ijarah ‘ala al-a’mal, yakni jual beli jasa, 
biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, 




1) Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja. Hukum 
orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang 
telah memberinya upah. Contoh: A mempekerjakan B, selama B 
bekerja di tempat A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka 
B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B 
tersebut belum selesai, dalam arti lain ijarah khusus ini mengikat 
seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu 
habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. 
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2) Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, 
atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan 
orang lain. Contohnya: A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan 
dari B, untuk menggali sumur, maka selama A dan 6 saudaranya 
bekerja di tempat B ada orang lain menyuruh A untuk membenarkan 
TV nya yang rusak, maka A boleh menerima pekerjaannya tersebut. 
Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam 
bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan 
di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. 
Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen 
melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara 
pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas 
dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut 
meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya 
seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan 
pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena 
umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal dan yang menhghalalkan yang haram.
57
 
Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut 
mazhab Hanafi, dalam pembayaran upah masyarakat boleh mempercepat 
yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan 
kesepakatan para pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau 
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menangguhkan, sekiranya upah ini bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu 
maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.
58
 
Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda 
pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. 
Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah 
dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan 
orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja 
kepadanya sangat dimurkai oleh Allah swt.
59
 
5. Ujrah/Upah yang dilarang dalam Islam 
Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam 
perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa “Jasa dalam 
ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, 
eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah yang 
melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, barang-barang sejenis, 
yang dikonsumsi, distribusi, atau pemanfaatnnya diharamkan perdagangan 
juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang didapatkan melalui 
praktek itu adalah haram dan kotor”.
60
 
Upah yang dilarang dalam Islam diantaranya dijelaskan Ahmad Soleh 
dalam bukunya Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II, “jasa seorang yang 
masih menawar penjualan orang lainnya, membeli jasa tawaran harga yang 
sangat tinggi dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan 
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sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.
61
 Maksud dari sebagaimana 
dikemukakan di atas yaitu: 
a. Menawarkan jasa kepada seseorang yang masih menawar penjualan jasa 
orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. 
Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan 
harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang 
lain. 
b. Membeli dengan tawaran harga harga jasa yang sangat tinggi, tetapi 
sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya 
bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya. 
c. Membeli suatu jasa sewa harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan 
masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual 
setelah harganya tinggi. 
Diterangkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy yaitu macam-macam upah 
yakni upah secara ‘arbun, upah secara najasy menjual sesuatu yang haram 
adalah haram dan upah yang tidak transparan.
62
 
a. Upah secara ‘arbun yaitu membeli barang atau jasa dengan membayar 
sejumlah harga jasa lebih dahulu sebagai uang muka, kalau tidak jadi 
diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan ke penjual. 
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b. Upah secara najasy (Propaganda Palsu) yaitu menaikan harga jasa bukan 
karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk 
mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut). 
c. Menjual sesuatu yang haram misalnya upah jasa dari babi, khamr, makan 
dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang 
salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam penjualan dan 
memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang 
orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk 
melakukannya. 
d. Upah yang tidak transparan 
Yaitu setiap tranksaksi yang memberi peluang terjadinya 
persengketaannya karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada 
unsur penipuan upah yang tidak sesuai yang dapat membangkitkan 
permusuhan antara dua belah pihak yang bertranksaksi, atau salah satu 
pihak menipu pihak lain. Misalnya menjual calon anak binatang yang 
masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta 
yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan 
yang masih di dalam air, dan semua upah yang masih ada unsur tidak 
transparan. Dan juga tujuan dari pekerjaan dari berniaga adalah 
memperoleh keuntungan. Selama agama membolehkan pekerjaan 
berniaga, namun demikian agama melarang keuntungan berlebihan yaitu 
keuntungan melebihi batas yang umum di masyarakat. Oleh sebab itu 










Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang ghaib. Oleh 
karena itu, bisa dikatakan bahwa tranksaksi upah tersebut adalah 
termasuk upah yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan uang 
sebagai perantaranya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat 
berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut sebagai guna 
penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketidaktahuan) 
barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan 
kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu 
membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.
64
 
6. Hak Menerima Ujrah/Upah 
Hak ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad 
sudah berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan 
tidak ada ketentuan penangguhannya.
65
 Secara umum dalam ketentuan al-
Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam 
firman Allah swt dalam surat An-Nahl ayat 90 : 
َٰٰۚۚإِنَّٰۚ ُمرُٰٰۚۚٱّللَّ
لِٰۚبِٰٰۚۚيَأ  َعد 
نِٰۚوَٰٰۚۚٱل  َس  ح  ِ بَى ِٰٰۚۚذيَٰۚوإِيتَآَٰي ِٰٰۚۚٱۡل  قُر 
هَى ٰٰۚۚٱل  َشآَٰءَِٰٰۚۚعنَِٰٰۚۚويَن  فَح  ٰۚٱل 
ُمنَكرِٰۚوَٰۚ ِي ٰۚوَٰٰۚۚٱل  بَغ  ٩٠ٰٰٰۚۚۚتََذكَُّرونَٰٰۚۚلََعلَُّكم ٰٰۚۚيَِعظُُكم ٰٰۚۚٱل 
Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
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Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan 
bahwa Allah swt memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk 
menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan pekerja 
mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan pemberi pekerja. Maka 
wajib pemberi pekerja untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam 
hal ini member upah yang layak. 
7. Sistem Pembayaran Ujrah/Upah Dalam Islam 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka keajiban pembayaran upahnya 
pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad 
sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan pembayaran dan tidak ada 




a. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar 
upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan. 
b. Mendapat manafaat, jika ijarah dalam bentuk barang, apabila ada 
kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada 
selang waktu, akad tersebut menjadi batal.  
c. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak 
sesuai hal penangguhan pembayaran. 
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Ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek 
pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau 
mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang 
tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan mengantarkan 
kepada riba. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara benar 
sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi’i dan Ahmad 
sesungguhnya Ia berhak dengan akad itu sendiri. Dan dijelaskan bahwa 




Mengenai sifat harga persewaan hal ini berkaitan dengan para jumhur 
fuqaha diantaranya ialah Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi’i, pada garis 
besarnya sependapat bahwa diantara syarat-syarat persewaan (perburuhan) 
hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. Dan hal itu bisa dengan 
mempertimbangkan tujuannya, seperti dalam hal menjahitkan atau dengan 




Jumhur fuqaha mengemukakan alasan, bahwa perburuhan itu pada 
dasarnya juga merupakan jual beli. Dengan demikian apa yang menghalangi 
jual beli karena adanya unsur ketidaktahuan terhadap tempat yang 
menimbulkan kerugian juga berlaku pada masalah perburuhan, Imam Malik 
dan syafi’i sependapat bahwa jika kedua belah pihak menetapkan masa 
tertentu bagi manfaat yang tidak ada tujuannya, juga menetapkan permulaan 
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Tetapi kedua imam ini berselisih pendapat dalam hal apabila kedua 
belah pihak tidak menetapkan permulaan masa tersebut atau menetapkannya 
tetapi bukan sesudah akad maka Imam Malik berpendapat bahwa cara 
seperti itu dibolehkan, yakni jika keduanya menetapkan masanya, tetapi 
tidak menetapkan permulaan masa tersebut, seperti jika seseorang berkata 
“Saya menyewa rumah ini dari kamu selama setahun dengan harga sekian, 
atau sebulan dengan harga sekian”. Tanpa menyebutkan permulaan bulan 




Begitu juga penetapan sewa pada masa pemerintahan khalifah Umar ia 
senantiasa mengingatkan para pejabatnya untuk berlaku jujur dan adil dalam 
penetapan sewa atas tanah. Ketika beliau mengutus pejabat 
pemerintahannya, Hudaifah bin Yaman dan Usman bin Hanif ke Negara 
yang ditaklukan Islam yaitu Iraq dan Syiria untuk menetapkan sewa atas 
tanah beliau berpesan kepada keduanya yaitu “Kalian harus 
mempertimbangkan dengan hati-hati manakala kalian menetapkan (atau 




Selain itu Imam Abu Yusuf menguraikan tentang prinsip penetapan 
sewa yang dijalankan oleh khalifah Umar, yaitu “Kita tidak sewajarnya 
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mengenakan sewa terhadap petani-petani diluar kemampuan mereka untuk 
membayar dan tidak seharusnya membebankan mereka melebihi dari apa 
yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut”. Dalam peristiwa lain, Imam Abu 
Yusuf merujuk pada perintah khalifah Umar kepada pejabat negaranya, 
menyatakan “Dan kamu seharusnya menetapkan dan memungut sewa dari 
para petani penggarap dengan cara yang baik, ringan dan disepakati oleh 
mereka”. Oleh sebab itu dalam menetapkan harga atau pemungutan sewa 
hendaknya mempertimbangkan asas keadilan dan kejujuran dan saling 
memikirkan tindakan yang sepantasnya dilakukan agar terjauhi dari hal 
yang tidak diinginkan berupa upah yang menjadi haram hukumnya 
dikarnakan unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.
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C. Tinjauan Pustaka 
Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan 
Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui 
penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, 
penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara 
lain: 
1. Gilang Fhitryan Widsya Pratama dari Universitas Sumatera Utara Medan, 
Program Studi Strata 1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, dengan 
judul skripsi “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Jasa Taksi Berbasis Online (Grabcar) Pada Mahasiswa Universitas 
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Sumatera Utara”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
Berdasarkan Uji F variabel bebas (Kehandalan, Daya Tanggap, 
Jaminan, Perhatian, dan Bukti Fisik) secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat (Kepuasan Mahasiswa Sebagai Pelanggan). 
Berdasarkan hasil Uji-t disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam 
mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa sebagai Pelanggan adalah 
Kehandalan. Hasil pengujian secara parsial (Uji-t) menunjukkan bahwa 
variable Bukti Fisik berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap 
Kepuasan Mahasiswa sebagai Pelanggan di Universitas Sumatera Utara.
74
 
2. Zulfahmi, dari Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis, Departemen Manajemen dengan judul skripsi “Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa 
Transportasi Online Grab Di Universitas Hasanuddin”. Berdasarkan hasil 
pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
Terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan secara 
individu atau tersendiri terhadap loyalitas pelanggan jasa trasnportasi 
online Grab di Universitas Hasanuddin. Terdapat pengaruh kualitas 
pelayanan dan kepercayaan secara bersama-sama atau keseluruhan 
terhadap loyalitas pelanggan jasa trasnportasi online Grab di Universitas 
Hasanuddin. Kepercayaan merupakan variabel yang paling dominan 
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Maka dengan demikian dari dua skripsi tersebut belum ada yang 
membahas tentang GrabCar seperti yang saya teliti ini, dimana Gilang 
Fhitryan Widsya Pratama membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pelanggan jasa taksi berbasis online (Grabcar) pada 
mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dan Zulfahmi membahas tentang 
pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan 
jasa transportasi online grab di Universitas Hasanuddin, adapun yang 
penulis lakukan yaitu membahas tentang kedudukan akun fiktif driver 
GrabCar Bandar Lampung, serta tinjauan hukum Islam atas kedudukan 
akun fiktif driver GrabCar Bandar Lampung. 
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